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EDITORIAL '

Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pandai, Jurnal Magister Hukum
Program Studi Magister limu Hukum fakultas Hukum Universitas Surabaya kembali
hadir pada bulan Maret 2017. Kami mengucapkan terimakasih kepada para
mahasiswa S-2 maupun S-3 yang berkontribusi dalam jurnal ini, juga bapak dan ibu
dosen yang telah berpartisipasi dalatn menulis. Pada Volume 2 Nomor 1 Maret 2017
ini ada empat (4) hasil penelitian mahasiswa S-2 yang dipublikasikan, antara lain:
[Imma Noer Fatimah yang mengungkapkan hasil penelitiannya tentang “Pengajuan
Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Implikasi Hukum-
nya”Dilanjutkan dengan Mohammad Donny Aprianto Wibowo dengan judul
“Pengaruh Pemeriksaan Persiapan terhadap Obyektifitas Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”. Kemudian, hasil
penelitian mengenai "Politik Hukum [krar Cerai Talak di Depan Pengadilan” ditulis
oleh Rio Firdaus. Diakhiri dengan hasil penelitian dari Steven Mandraguna yang
menyoroti tentang “Persetujuan Pekerja/Buruh sebagai suatu Alasan Penghapus
Pidana dalam Perbuatan Pengusaha pada suatu Usaha Dagang yang Tidak
Memenuhi Ketentuan Pengupahan”. Dosen yang juga mahasiswa §-3 pada Sekolah
Pascasarjana Program Doktor FH-UGM, Hwian Christianto, tertarik untuk menulis
tentang “Kajian FilsafatPerbuatan Pornografi Internet {Cyberporn)” dan dilanjutkan
oleh Nabbilah Amir yang meneliti tentang “Aspek Hukum Tata Ruang dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pemerintah Daerah”. Nur
Latifah Hanum menulis mengenai “Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam
Struktur Kelembagaan Negara di Indonesia”. Terakhir, Anton Hendrik menjelaskan
tentang “Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi
Internasional: Penanggulangan Tindak Pidana Siber” Dengan terbitnya jurnal
,ARGUMENTUM yang kedua ini, kami berharap semakin banyak hasil penelitian
mahasiswa dan dosen, serta tulisan-tulisan lepas dosen-dosen hukum yang dapat
dipublikasikan melalui jurnal ini agar dapat memberikan pencerahan dan pengeta-
huan kepada masyarakat.

‘Surabaya, Maret 2017
Redaksi



ASPEK HUKUM TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH PEMERINTAH DAERAH

Nabbilah Amir, S.H.,, M.H.”
ABSTRACT

One of Indonesia’s natural resources are very many natural Tresources in the
coastal areas and small islands. Indonesia, which has 17,500 small islands and
coastal areas and strategic importance because it is a transition reégion
(interface) between terrestrial and marine ecosystems, as well as having the
potential of natural resources and environmental services are very rich.

In the management of coastal areas and small islands in the Indonesian
government in this case authorizes the autonomous regions in the fnanagement
of coastal areas and small islands have been guaranteed by Artiqle 18 and Article
18A of the Constitution NRI 1945. Prior to the enactment of Law No. 23 In 2014,
local anthorities in the management of coastal areas and small islands have been
under Article 17 Juncto Article 18 of Law No. 32 of 2004.

Keywords: Management of Coastal Areas and Small Islands, the Local

Government.

LATARBELAKANG MASALAH

Semenjak reformasi ketatanegaraan di Indonesia yang ditandai dengan
diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), sistem pembagian kekuasaan
yang bersifat vertikal menempati isu utama. Isu utama tersebut berupa apakah

akan tetap memakai sistem yang sentralistik atau mengakomodir otonomi

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya
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daerah. Hasil perubahan ternyata menghendaki bahwa saatnya pemerintahan

daerah diberdayakan melalui diberikannya otonomi daerah. Pasal 18 UUD NRI

Tahun 1945 menjadi jaminan bahwa esksistensi otonomi daerah itu menjadi

babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.l Terkait dengan hal

tersebut, Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa:
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota- mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”

Dalam sistem otonomi daerah, tidak ada kemerdekaan untuk
menjalankan semua urusan. Akan tetapi dalam sistem otonomi daerah
hakikatnya adalah pemerintahan daerah diserahi urusan pemerintahan oleh
pemerintah pusat dalam hal-hal tertentu. Hal ini terkait dengan prinsip negara
kesatuan bahwa yang berdaulat hanya pemerintah pusat dan bersifat tunggal. 2

Otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan didasarkan pada adanya
hubungan wewenang antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat,
pemerintah daeréh provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Hubungan
wewenang tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan,
dan pembinaan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan. Sebagai sebuah ciri otonomi daerah dalam negara kesatuan,
hubungan wewenang dalam UUD diatur dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menentukan:

1 Philipus M. Hadjon (Philipus M. Hadjon I}, Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Dalam Sistemn Pemerintahan, Makalah dalam seminar Sistem Pemerintahan indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukun Universitas Airlangga dan Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur, pada Tanggal 9-10 Juni 2004
2 Menurut Soehino bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa
negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara.
Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaijtu pemerintah pusat
yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara,
menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat
dan daerah. Baca: Soehino, [lmu Negara, Ed. 3, Cet. 3, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 224
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pulau-puiau kecil memiliki peranan dan arti yang sangat strategis sebagai upaya
peningkatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Kewenangan daerah otonom dalam pengelolaan wilayah pesisir telah
dijamin oleh Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945. Untuk melaksanakan ketentuan
tersebut, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun‘ 2004). Bahkan
untuk lebih mempertegas kedua dasar hukum tersebut di atas, telah
diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dehgan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil. Peraturan perundang-undangan di atas telah menjamin bahwa
pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki wewenang
tertentu dengan batasan-batasan tertentu dalam pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, daerah
otonom baik prbvinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk
mengatur dan mengurus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun demikian, politik hukum otonomi daerah terutama dalam
pembagian urusan pemerintahan telah mengalami pergeseran semenjak
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2014. Terkait dengan kewenangan
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal is ayat {1) UU
No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”. Dengan dasar ketentuan tersebut, maka
kewenangan pengelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dimiliki

oleh pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, bahwa daerah kabupaten/kota
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kewenangan pengelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya

dimiliki oleh pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, bahwa daerah

kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan dasar tersebut, maka

pembagian kewenangan dalam urusan pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil dapat dilihat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014

sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No Sub Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Urusan Pusat Provinsi Kabupaten/
] Kota
1 | Kelautan, | a. Pengelolaan a. Pengelolaan -
Pesisir, ruang laut di ruang laut
dan atas 12 mil dan sampai
Pulau- strategis dengan 12
Pulau nasional. mil di luar
Kecil . Penerbitan minyak dan
izin gas bumi.
pemanfaatan | b. Penerbitan
ruang laut izin dan
nasional. pemanfaatan
Penerbitan ruang laut di
izin bawah 12 mil
pemanfaatan di luar
jenis dan minyak dan
genetik gas bumi.
(plasma c. Pemberdayaa
nutfah) ikan n masyarakat
antarnegara. pesisir dan
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kapal perikanan di

penangkap atas 5 GT

ikan dan kapal sampai

pengangkut dengan 30

ikan dengan GT.

ukuran di atas

30 GT. )
f. Pendaftaran

kapal '

perikanan di

atas 30 GT.

3 | Pengawas | Pengawasan Pengawasan -
an sumber daya sumber daya
Sumber | kelautan dan kelautan dan
Daya perikanan di atas | perikanan
Kelﬁutan 12 mil, strategis | sampai dengan
dan nasional dan 12 mil.

Perikana | ruang laut
n tertentu.

Dari ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi
perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Perubahan tersebut antara lain bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulan kecil hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan
provinsi. Sedangkan kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengeloiaan wilayah

pesisir dan pulau-puaun kecil paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

wilayah laut kewenangan
provinsi;

Pelaksanaan kebijakan
peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM di
bidang kelautan dan perikanan;
Pelaksanaan koordinasi
pengawasan dan pemanfaatan
benda berharga dari kapal
tenggelam berdasarkan wilayah
kewenangannya dengan
pemerintah dan provinsi;
Penetapan dan pelaksanaan
kebijakan reklamasi pantai dan
mitigasi bencana alam di
wilayah pesisir dan laut dalam
kewenangan provinsi;
Pelaksanaan koordinasi dalam
hal pengaturan batas-batas
wilayah maritim yang
berbatasan dengan wilayah
antar negara di perairan laut
dalam kewenangan provinsi;
Pelaksanaan dan koordinasi
pemetaan potensi sumberdaya
kelautan di wilayah perairan
laut kewenangan provinsi;

Pelaksanaan penyerasian dan

10.

11.

12,

13.

14.

dengan pemerintah dan
provinsi.

Pemberian bimbingan teknis
pelaksanaan eksplorasi,
eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan l.cekayaan laut
di wilayah la.lut'kewenangan
kabupaten/kota.
Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM di
bidang kelautan dan

\

perikanan.

Pelaksanaan kebijakan
reklamasi pantai dan
mitigasi bencana alam di
wilayah pesisir dan laut
dalam kewenangan
kabupaten/kota.
Pelaksanaan koordinasi dan
kerjasama dengan daerah
lain terutama dengan
wilayah yang berbatasan
dalam rangka pengelolaan
laut terpadu.

Pelaksanaan pemetaan
potensi sumberdaya
kelautan di wilayah perairan

laut kewenangan
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laut pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga di dalam proses
perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif
terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan.
Kompensasi

Masyarakat selama ini tidak mengetahui ataupun diberi
hak untuk menegosiasikan penyelesaian konflik,- ataupun aspek
kompensasi terhadap konsekuensi-konsekuensi biaya dampak
yang ditimbulkan oleh akibat diberlakukannya rencana tata ruang
pada suatu kawasan, baik terhadap timbulnya dampak lingkuhgan
fisik ataupun sosial-ekonomi.
Otonomi Daerah dan Desentralisasi

~ Undang-Undang No.22/1999 tentang pemerintah daerah

memberi peluang kepada daerah agar leluasa méngatur dan
melaksanakan kewenangan atas dasar prakarsa sendiri sesuai
dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap
daerah. Kewenangan daerah tersebut dilaksanakan secara luas,
utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua bidang.
Penentuan Zona Preservasi, Konservasi dan Pemanfaatan Intensif

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan pada
penataan ruang dengan terlebih dahulu membagi ruang kedalam
zona preservasi, konservasi dan pemanfaatan intensif.

Wilayah pesisir harus dilindungi dengan sistem perencanaan tata

ruang dan harus dikelola secara bijak oleh pemerintah daerah. Rencana

tata ruang harus menentukan wilayah pesisir di setiap daerah. Pad:;

wilayah ini, kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan tunduk pada

peraturan yang khusus, yang perlu dibuat oleh setiap pemda dengan

berpedoman pada peraturan nasional yang berlaku. Masyarakat perlu
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Mencegah Bencana Alam

Bencana alam dapat terjadi di wilayah pesisir seperti banjir,
tsunami, erosi laut, abrasi pantai, tanah longsor, dil. Kebijakan
yang harus ditetapkan adalah menghindari terjadinya bencana ini.
Secara khusus, pembangunan baru tidak diperbolehkan di wilayah
yang resiko adanya bencana alam tinggi. Pemda; harus mampu
meminimalisir pembangunan di wilayah t.erl')angun yang
mengandung ancaman banjir, erosi dan tanah longsor, dlil.
Rehabilitasi Lingkungan ‘
Upaya perbaikan lingkungan fisik dapat mencakup tindakan untuk
menonjolkan keindahan alam dan ekologi pantai, untuk
membangkitkan kembali “kelesuan” kota pantai dan pelabuhan
dan untuk memperbaiki garis pantai yang terganggu. Perbaikan
tertentu dapat dilakukan dengan memindahkan bagian yang

merusak pemandangan dan mengganggu lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan melalui

pengkajian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka

penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

a.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh
pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari
otonomi daerah yang telah dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka
menurut Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 terdapat hubungan
kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil. Untuk itu, maka kewenangan pemerintah daerah dalam

pengeloiaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan
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